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ABSTRAKHak pengelolaan semakin hari semakin besar peranannya dalam dinamika pembangunan.Dalamhal ini, PT. Pelindo-I Cabang Belawan juga mengelola hak pengelolaan atas tanah pesisir pantai.PT. Pelindo-I Cabang Belawan mengelola lahan HPL berdasarkan regulasi yang dimiliki dansertipikat yang ada sehingga potensinya sering menimbulkan persengketaan lahan denganmasyarakat. Pengakuan lahan oleh kepemilikan masyarakat, karena tidak memperhatikan ataumelakukan tinjauan atas hak ulayat setempat atas kebenarannya. Rumusan masalah dalamtulisan ini yaitu: 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Hak Pengelolaan atas tanah diPelabuhan Belawan. 2. Bagaimana pelaksanaan Hak Pengelolaan atas tanah yang dilakukan PT.Pelindo-I Cabang Belawan. 3. Bagaimana hambatan yang dihadapi PT. Pelindo-I Cabang Belawanterhadap Hak Pengelolaan atas tanah.Pengaturan hukum tentang hak pengelolaan atas tanah dipelabuhan belawan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.Pelaksanaan HakPengelolaan atas tanah yang dilakukan PT. Pelindo-I Cabang Belawan belum mencapaisasaran/tujuan sepenuhnya karena terdapat hambatan internal maupun eksternal.Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Hak Pengelolaan, Tanah Pesisir Pantai
ABSTRACT
Management rights has a big role in development of country. In this case, PT. Pelindo-I Branch
Belawan also manages management rights of land at the coast. PT. Pelindo-I Branch Belawan
manages management rights of land based on regulation which is had and certificate, so the
potential always  leads to land disputes with another people. Another people claims the land,
because they don’t pay attention or do a review of customary rights for the truth.  Problem of this
research such as: 1. How does the rule of law about management rights on the land of Belawan
port. 2. How does the application of management rights which has done by PT. Pelindo-I Branch
Belawan. 3. How does the obstacle which is faced by PT. Pelindo-I Branch Belawan against land
management rights. The role of law about about management rights regulated as a leader.
Implementation of PT. Pelindo-I Branch Belawan which is done by PT. Pelindo-I Branch Belawan
doesn’t reach the aim/purpose because there are many external and internal barriers.
Keywords: Judicial Review, Rights Management, Coastal Land
I. PendahuluanPenelusuran sejarah dan analisisnormatif hukum agraraia pada zaman HindiaBelanda telah menunjukkan bahwa hukumagraria zaman kolonial sangat eksploitatif,feodalistik. Dengan asas domein verkelaring
yang menyertainya, jelas sangat bertentangandengan kesadaran hukum dan rasa keadilandalam masyarakat. Oleh sebab itu, wajar jikasetelah proklamasi kemerdekaan timbultuntutan agar segera diadakan pembaruan
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terhadap hukum agraria.1Pemerintah RepublikIndonesia yang baru merdeka dibanjirituntutan untuk mempelajari kembali secaraseksama terhadap peraturan perundanganagraria lama dan melakukan pembaruandengan mengeluarkan perundang-undanganbaru.2 Tanah adalah sumber kehidupan.Hubungan tanah dan manusia yangsedemikian ini, membuat perubahan-perubahan dalam tata susunan pemilikan danpenguasaan tanah, pada gilirannya akan jugamemberikan pengaruh kepada pola hubunganantar manusia sendiri. Yang menjadi masalahbukan tanah itu sendiri tetapi terjadinyapenguasaan tanah yang timpang, di mana adayang tidak menguasai, dan di pihak lain adayang menguasai dalam satuan jumlah yangsangat besar.3Pancasila adalah ideologi dan dasarnegara bangsa Indonesia. Sebagai ideologiNegara, Pancasila menjadi inspirasi sekaligusmemberikan pedoman dalam kehidupankenegaraan, yaitu dalam bidang sosial, budaya,ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan.Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumberdari segala sumber hukum yang berlaku diwilayah hukum NKRI. Sebagai negara hukum,konsep Negara Hukum Pancasila menjadilandasan konsep Negara Hukum Pancasilamenjadi landasan konsep dan dasar kebijakanhukum bagi strategi perlindungan hukum bagipemegang hak atas tanah maupun aksesterhadap sumber daya alam.4Penjelasan Undang-Undang PokokAgraria menyebutkan bahwa bumi, air danruang angkasa dalam wilayah Republik
1 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di
Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), halaman119 2 Karl J. Pelzer, Sengketa Agraria:
Pengusaha Perkebunan Melawan Petani, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1991), halaman 413 Samun Ismaya, Pengantar Hukum
Agraria, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),halaman104 Benhard Limbong, Hukum Agraria
Nasional, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012),halaman 17
Indonesia yang kemerdekaannyadiperjuangkan oleh bangsa sebagaikeseluruhan juga menjadi hak bangsaIndonesia, jika tidak semata-mata menjadi hakpara pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulautidaklah semata-mata menjadi hak rakyat aslidaerah atau pulau-pulau tidaklah semata-matamenjadi hak rakyat asli daerah atau pulauyang bersangkutan saja. Dengan pengertiandemikian hubungan bangsa Indonesia denganbumi, air, dan ruang angkasa Indonesiamerupakan semacam hubungan hak ulayatyang diangkat pada tingkatan yang paling atas,yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruhwilayah negara.5Fungsi Undang-Undang Pokok Agrariaadalah, pertama,menghapuskan dualismehukum tanah yang lama dan menciptakanunifikasi serta kodifikasi hukum agraria(tanah) nasional yang didasarkan pada hukum(tanah) adat. Kedua,mengadakan unifikasihak-hak atas tanah dan hak-hak jaminan atastanah melalui ketentuan-ketentuan konversi(Diktum ke-2 Undang-Undang Pokok Agraria).Ketiga, meletakkan landasan hukum untukpembangunan hukum agraria (tanah) nasional,misalnya Pasal 17 Undang-Undang PokokAgraria mengenai landreform.6Menurut Imam Sudiyat, sebagai salahsatu unsur esensial pembentuk negara, tanahmemegang peran vital dalam kehidupan danpenghidupan bangsa pendukung negara yangbersangkutan, lebih-lebih yang corakagrarisnya mendominasi. Di negara yangrakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasiyang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah
5 Arie Sukanti Hutagalung dan MarkusGunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang
Pertanahan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008),halaman 206 Ferry Aries Suranta, Pembentukan UUPA
dan Perkembangan Hukum Tanah di Indonesia,Makalah, Pascasarjana Ilmu Hukum, UniversitasMedan Area, 2013, halaman 3
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untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatmerupakan suatu conditio sinequa non.7Tujuan hak menguasai negara atasbumi, air, ruang angkasa adalah untukmencapai sebesar-besar kemakmuran rakyatdalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dankemerdekaan dalam masyarakat dan negarahukum Indonesia yang merdeka, berdaulat,adil dan makmur.Hak atas permukaan bumi, yangdisebut hak atas tanah bersumber dari hakmenguasai negara atas tanah. Hak atas tanahdapat diberikan kepada dan dipunyai olehperseorangan, baik warga negara Indonesiaatau orang asing yang berkedudukan diIndonesia, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum yang didirikanmenurut hukum Indonesia dan berkedudukandi Indonesia atau badan hukum asing yangmempunyai perwakilan di Indonesia, badanhukum privat atau badan atau badan hukumpublik.8Pertanahan berhubungan denganpolitik hukum agraria.Budi Harsonomenjelaskan bahwa politik hukum agrariamerupakan kebijakan pemerintah di bidangagraria yang ditujukan untuk mengaturpenggunaan tanah untuk mengaturpenggunaan atau kepemilikan tanah,peruntukan dan penggunaan tanah untuk lebihmenjamin perlindungan hukum danpeningkatan kesejahteraan serta mendorongkegiatan ekonomi melalui pemberlakuanundang-undang agraria dan peraturanpelaksanaannya.Karena itu, politik hukumagraria harus dilandasi dengan itikad baikpemerintah dan para pembuat hukum(undang-undang) untuk mencapai tujuan yangbaik dalam mengeluarkan kebijakan, baik padasaat ini maupun pada masa mendatang.9Berangkat dari uraian diatas, PT.Pelindo-I Cabang Belawan juga mengelola hak
7 Imam Sudiyat, Hukum Adat, Sketsa Asas,(Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1978), halaman 18Ibid, halaman 489 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia:
Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan
Pelaksanaannya,(Jakarta: Djambatan,  1977),halaman17
pengelolaan atas tanah pesisir pantai.Sebagaibagian dari sistem transportasi laut nasional,Pelabuhan Belawan ikut memegang perananpenting, terutama dalam menunjangperekonomian nasional. Belawan merupakansalah satu dari 4 pelabuhan utama diIndonesia, dan dikategorikan sebagaipelabuhan terbesar di Pulau Sumatera.10Belawan termasuk salah satu dari 141pelabuhan yang terbuka untuk perdaganganluar negeri, sekaligus berfungsi sebagaipelabuhan antar pulau yang menghubungkanpelabuhan disekitarnya termasuk pelabuhanTanjung Priok. Maka bisa disebutkan,Pelabuhan Belawan merupakan pintu gerbangSumatera Utara dan daerah sekitarnya.PT. Pelindo-I Cabang Belawanmengelola lahan HPL berdasarkan regulasiyang dimiliki dan sertipikat yang ada sehinggapotensinya sering menimbulkanpersengketaan lahan dengan masyarakat.Pengakuan lahan oleh kepemilikanmasyarakat, karena tidak memperhatikan ataumelakukan tinjauan atas hak ulayat setempatatas kebenarannya.Hak pengelolaan atas tanah yangdikelola oleh PT. Pelindo-I Cabang Belawanmasih mengalami hambatan, antara lain:1. Tanah Region Ia. Belum dimanfaatkan alas pelabuhanuntuk pengembangan usaha karenafaktor alam yaitu tingkat sedimentasitinggi.b. Masyarakat sudah terlalu banyakbermukim di wilayah tersebutsehingga tidak sesuai dengan konseppelabuhan yang harus steril daridomisili warga.2. Tanah Region IIIa. Sebahagian dimanfaatkan dansebagaian lagi bersengketa sehinggabelum terpakai.b. Bersinggungan dengan masyarakatyang berdomisili di sekitarnya.Berdasarkan latar belakang yang telahdiuraikan di atas, maka yang menjadi rumusanmasalah dalam tulisan ini antara lain :1.
10 Belawanport Information, PT. (Persero)Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan, halaman23
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Bagaimana pengaturan hukum tentang HakPengelolaan atas tanah di Pelabuhan Belawan.2. Bagaimana pelaksanaan Hak Pengelolaanatas tanah yang dilakukan PT. Pelindo-ICabang Belawan. 3. Bagaimana hambatan yangdihadapi PT. Pelindo-I Cabang Belawanterhadap Hak Pengelolaan atas tanah.
II. Pengaturan Hukum Tentang Hak
Pengelolaan Atas Tanah di Pelabuhan
Belawan
1. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pelaksanaan
Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah
Negara dan Ketentuan-Ketentuan
Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya.Peraturan Menteri ini lahirdikarenakan untuk menyelenggarakanpenertiban dalam rangka melaksanakankonversi menurut ketentuan Undang-UndangPokok Agraria, maka perlu diberikanpenegasan mengenai status tanah-tanahNegara yang dikuasai dengan hak penguasaansebagai dimaksud dalam PeraturanPemerintah No. 8 tahun 1953 tentangPenguasaan Tanah-Tanah Negara danditentukan pula kebijaksanaan selanjutnyamengenai hak-hak atas tanah semacam itu.11Adapun hal penting dalam Peraturanini adalah mengenai pelaksanaan konversi HakPenguasaan Atas Tanah Negara sebagaimanadiatur dalam Pasal 1Peraturan Menteri AgrariaNomor 9 Tahun 1965 tentang PelaksanaanKonversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negaradan Ketentuan-Ketentuan TentangKebijaksanaan Selanjutnya yang berbunyi:Hak penguasaan atas tanah Negarasebagai dimaksud dalam PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun1953tentang Penguasaan Tanah-TanahNegara, yang diberikan kepadadepartemen-departemen, direktorat-direktorat dan daerah-daerah swatantrasebelum berlakunya peraturan inisepanjang tanah-tanah tersebut hanya
11 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9Tahun 1965
dipergunakan untuk kepentinganinstansi-instansi itu sendiri dikonversimenjadi hak pakai, sebagai dimaksuddalam Undang-Undang Pokok Agraria,yang berlangsung selama tanah tersebutdipergunakan untuk keperluan itu olehinstansi yang bersangkutan.Uraian pasal diatas menerangkanbahwa setelah berlakunya Peraturan ini makaHak penguasaan atas tanah Negara dikonversimenjadi Hak Pakai sepanjang tanah-tanahtersebut hanya dipergunakan untukkepentingan instansi-instansi itu sendiri.Pasal 2 Peraturan Menteri AgrariaNomor 9 Tahun 1965 tentang PelaksanaanKonversi Hak Penguasaan Atas TanahNegaradan Ketentuan-Ketentuan TentangKebijaksanaan Selanjutnyaberbunyi:Jika tanah Negara sebagai dimaksudPasal 1, selain dipergunakan untukkepentingan instansi-instansi itusendiri, dimaksudkan juga untuk dapatdiberikan dengan sesuatu hak kepadapihak ketiga, maka hak penguasaantersebut diatas dikonversi menjadi hakpengelolaan sebagai dimaksud dalamPasal 5 dan 6, yang berlangsung selamatanah tersebut dipergunakan untukkeperluan itu oleh instansi yangbersangkutan.Keterangan pasal diatas menerangkanbahwa hak penguasaan dikonversi menjadihak pengelolaan apabila tanah negaradipergunakan kepentingan instansi-instansiitu sendiri dan dimaksudkan juga untuk dapatdiberikan dengan sesuatu hak kepada pihakketiga. Berikut ini diuraikan mengenaiketentuan-ketentuan tentang pelaksanaanselanjutnya, sebagaimana diuraikan pada Pasal6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun1965 tentang Pelaksanaan Konversi HakPenguasaan Atas Tanah Negaradan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya.1. Hak pengelolaan sebagai dimaksud dalampasal 2 dan pasal 5 di atas memberikanwewenang kepada pemegangnya untuk :
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a. Merencanakan peruntukkan danpenggunaan tanah tersebut;b. Menggunakan tanah tersebut untukkeperluan pelaksanaan tugasnya;c. Menyerahkan bagian-bagian daritanah tersebut kepada pihak ketigadengan hak pakai yang berjangkawaktu 6 (enam) tahun;d. Menerima uang pemasukan/ganti-rugi dan/atau uang wajib tahunan;2. Wewenang untuk menyerahkan tanahkepada pihak ketiga sebagai dimaksuddalam ayat 1 huruf c di atas terbatas pada:a. Tanah yang luasnya maksimum 1.000m2 (seribu meter persegi);b. Hanya kepada warganegaraIndonesia dan badan-badan hukumyang dibentuk menurut hukumIndonesia dan berkedudukan diIndonesia;c. Pemberian hak untuk yang pertamakali saja, dengan ketentuan bahwaperubahan, perpanjangan danpenggantian hak tersebut akandilakukan oleh instansi agraria yangbersangkutan, dengan pada azasnyatidak mengurangi penghasilan yangditerima sebelumnya oleh pemeganghak.Keterangan Pasal diatas menerangkanbahwa wewenang untuk menyerahkan tanahkepada pihak ketiga yaitu mulai darimerencanakan peruntukan dan penggunaantanah, menggunakan tanah tersebut untukkepentingan pelaksanaan tugasnya,menyerahkan bagian-bagian dari tanahtersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakaidan menerima uang pemasukan.Selanjutnyawewenang kepada pemegang hak tersebutmemiliki batasan yaitu luasnya tanah,peruntukan tanah hanya kepada warga negaraIndonesia dan badan-badan hukum yangdibentuk menurut hukum Indonesia danpemberian hak untuk yang pertama kali saja.Diatur pula mengenai pemberian hakpakai dan hak pengelolaan sebagaimana diaturdalam Pasal 8 Peraturan Menteri AgrariaNomor 9 Tahun 1965 tentang PelaksanaanKonversi Hak Penguasaan Atas Tanah
Negaradan Ketentuan-Ketentuan TentangKebijaksanaan Selanjutnya yaitu:Pemberian hak pakai dan hakpengelolaan tersebut dalam Pasal 4 danPasal 5 di atas disertai syarat-syaratkhusus yang akan ditetapkan di dalamsurat keputusan pemberiannya.Pasal diatas menegaskan bahwapemberian hak pakai dan hak pengelolaandisertai syarat-syarat khusus.Artinya syarat-syarat tersebut sesuai dengan keputusan yangdikeluarkan oleh pemegang wewenang.Berikut ini diuraikan mengenaipendaftaran hak pakai dan hak pengelolaansebagaimana dijelaskan pada Pasal 9Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun1965 tentang Pelaksanaan Konversi HakPenguasaan Atas Tanah Negaradan Ketentuan-Ketentuan Tentang KebijaksanaanSelanjutnyadibawah ini:1. Hak pakai dan hak pengelolaantersebut pada bab I dan Bab IIsepanjang jangka waktunya melebihi 5(lima) tahun didaftar menurutketentuan-ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1961;2. Jika tidak ditentukan jangka waktunyamaka hak tersebut dianggap akanberlangsung lebih dari 5 (lima) tahun.3. Jika hak-hak tersebut pada pasal 1 dan2 belum didaftar pada KantorPendaftaran Tanah maka pemeganghak yang bersangkutan wajib datangpada Kantor Pendaftaran Tanah yangbersangkutan untuk mendaftarkannyadengan mempergunakan daftar isianyang contohnya akan ditetapkantersendiri.Uraian Pasal diatas menerangkanbahwa jangka waktu hak pakai dan hakpengelolaan adalah 5 (lima) tahun. Selanjutnyaditerangkan pula mengenai jangka waktudianggap 5 (lima) tahun apabila dalampemakaian hak pakai dan hak pengelolaantidak ditentukan jangka waktunya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
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Peraturan ini lahir dikarenakan bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008tentang Pelayaran, perlu menetapkanPeraturan Pemerintah tentangKepelabuhanan.12Berikut ini hal yang penting dalamPeraturan ini adalah mengenai fungsipelabuhan sebagaimana diatur dalam Pasal5Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan yaitu:Pelabuhan berfungsi sebagai tempatkegiatan:a. Pemerintahan, danb. PengusahaanUraian diatas menegaskan bahwapelabuhan juga berfungsi sebagai tempatkegiatan pemerintahan dan pengusahaan.Haltersebut sejalan dengan Hak Pengelolaan(HPL) tanah pelabuhan sebagai tempatpengusahaan.Berikutnya hal yang penting dalamperaturan ini adalah tentang OtoritasPelabuhan, sebagaimana diatur di dalam Pasal42 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun2009 tentang Kepelabuhananyaitu:(1) Otoritas Pelabuhan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)huruf a dibentuk pada pelabuhan yangdiusahakan secara komersial.(2) Otoritas Pelabuhan mempunyai tugasdan tanggung jawab:a. Menyediakan lahan di daratan dandi perairan pelabuhan;b. Menyediakan dan memeliharapenahan gelombang, kolampelabuhan, alur-pelayaran, danjaringan jalan;c. Menyediakan dan memeliharaSarana Bantu Navigasi-Pelayaran;d. Menjamin keamanan dan ketertibandi pelabuhan;
12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun2009 tentang Kepelabuhanan
e. Menjamin dan memeliharakelestarian lingkungan dipelabuhan;f. Menyusun Rencana IndukPelabuhan serta Daerah LingkunganKerja dan Daerah LingkunganKepentingan pelabuhan;g. Mengusulkan tarif untuk ditetapkanMenteri, atas penggunaan perairandan/atau daratan, dan fasilitaspelabuhan yang disediakan olehPemerintah serta jasakepelabuhanan yangdiselenggarakan oleh OtoritasPelabuhan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;danh. Menjamin kelancaran arus barang.(3) Selain tugas dan tanggung jawabsebagaimana dimaksud pada ayat (2)Otoritas Pelabuhan melaksanakankegiatan penyediaan dan/ataupelayanan jasa kepelabuhanan yangdiperlukan oleh pengguna jasa yangbelum disediakan oleh Badan UsahaPelabuhan.(4) Dalam kondisi tertentu pemeliharanpenahan gelombang, kolam pelabuhan,alur-pelayaran, dan jaringan jalansebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b dapat dilaksanakan oleh BadanUsaha Pelabuhan atau pengelolaterminal untuk kepentingan sendiriyang dituangkan dalam perjanjiankonsesi.Uraian pasal diatas menjelaskanmengenai Otoritas Pelabuhan yang memilikiperanan penting dalam sistem pelabuhanmulai dari penyediaan lahan di daratan dan diperairan pelabuhan, menjamin keamanan danketertiban di pelabuhan, mengusulkan tarifatas penggunaan perairan dan fasilitaspelabuhan hingga menjamin kelancaran arusbarang di pelabuhan. Selanjutnya selaintanggung jawab yang telah diuraikansebelumnya, Otoritas Pelabuhan juga dalamkondisi tertentu perjanjian dapat dilaksanakanmelalui perjanjian konsensi.
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Berikutnya hal yang penting dalamperaturan ini adalah mengenai tugas dantanggung jawab Penyelenggara Pelabuhan,sebagaimana diatur di dalam Pasal 51Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhananyaitu:(1) Penyediaan lahan di daratan dan diperairan dalam pelabuhan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf adilakukan oleh Otoritas Pelabuhan.(2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikuasai oleh Negara.(3) Dalam hal di atas lahan yang diperlukanuntuk pelabuhan terdapat hak atas tanah,penyediaannya dilakukan dengan carapengadaan tanah.(4) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal tersebut menerangkan bahwaPenyelenggara Pelabuhan memiliki tugas dantanggung jawab penyediaan lahan di daratandan di perairan pelabuhan, lahan tersebutdikuasai oleh Negara. Kemudian pada pasaltersebut diterangkan bahwa lahan yangdiperlukan untuk pelabuhan terdapat hak atastanah, penyediaannya dilakukan dengan carapengadaan tahan.Berikut ini diuraikan mengenaikegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanansebagaimana diatur di dalam Pasal 70Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhananyaitu:(1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasaterkait dengan kepelabuhanansebagaimana dimaksud dalam Pasal 68huruf b meliputi:a. Penyediaan fasilitas penampunganlimbah;b. Penyediaan depo peti kemas;c. Penyediaan pergudangan;d. Jasa pembersihan dan pemeliharaangedung kantor;e. Instalasi air bersih dan listrik;f. Pelayanan pengisian air tawar danminyak;g. Penyediaan perkantoran untukkepentingan pengguna jasa pelabuhan;
h. Penyediaan fasilitas gudang pendingin;i. Perawatan dan perbaikan kapal;j. Pengemasan dan pelabelan;k. Fumigasi dan pembersihan/perbaikankontainer;l. Angkutan umum dari dan kepelabuhan;m. Tempat tunggu kendaraan bermotor;n. Kegiatan industri tertentu;o. Kegiatan perdagangan;p. Kegiatan penyediaan tempat bermaindan rekreasi;q. Jasa periklanan; dan/ataur. Perhotelan, restoran, pariwisata, posdan telekomunikasi.(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh orangperseorangan warga negara Indonesiadan/atau badan usaha.Uraian diatas menerangkan bahwapenyediaan dan/atau pelayanan jasa terkaitdengan pelabuhan meliputi dari 18 (delapanbelas) jasa mulai dari fasilitas penampunganlimbah, penyediaan depo peti kemas, kegiatanindustri tertentu hingga perhotelan, restoran,pariwisata, pos dan telekomunikasi.Berikut ini diuraikan hal penting dalamperaturan ini mengenai penarifan,sebagaimana diatur dalam Pasal 145 sampaidengan Pasal 148 Peraturan PemerintahNomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhananyaitu:Pasal 145Peraturan PemerintahNomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan:Setiap pelayanan jasa kepelabuhanandikenakan tarif sesuai dengan jasa yangdiberikan.Pasal 146Peraturan PemerintahNomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan:Besaran tarif pelayanan jasakepelabuhanan ditetapkan berdasarkan:a. Kepentingan pelayanan umum;b. Peningkatan mutu pelayanan jasakepelabuhanan;c. Kepentingan pengguna jasa;d. Peningkatan kelancaran pelayanan jasa;e. Pengembalian biaya; dan
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f. Pengembangan usaha.Pasal 147Peraturan PemerintahNomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan:(1) Tarif penggunaan perairan dan/ataudaratan serta jasa kepelabuhanan yangdiselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhanditetapkan oleh Otoritas Pelabuhansetelah dikonsultasikan dengan Menteri.(2) Tarif jasa kepelabuhanan yangdiusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhanditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhanberdasarkan jenis, struktur, dan golongantarif yang ditetapkan oleh Menteri danmerupakan pendapatan Badan UsahaPelabuhan.(3) Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhanyang diusahakan secara tidak komersialoleh Pemerintah ditetapkan denganPeraturan Pemerintah dan merupakanPenerimaan Negara Bukan Pajak.(4) Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhanyang diusahakan oleh pemerintahprovinsi dan pemerintah kabupaten/kotaditetapkan dengan peraturan daerah danmerupakan penerimaan daerah.Pasal 148Peraturan PemerintahNomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan:Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis,struktur, dan golongan tarif jasakepelabuhanan, mekanisme penetapantarif yang terkait dengan penggunaanperairan dan/atau daratan dan jasakepelabuhanan serta tarif jasakepelabuhanan yang diusahakan olehBadan Usaha Pelabuhan diatur denganPeraturan Menteri.Keterangan Pasal diatas menerangkanbahwa penarifan jasa kepelabuhan sesuaidengan jasa yang diberikan dan ditetapkanberdasarkan kepentingan pelayanan umum,kepentingan pengguna jasa hinggapengembangan usaha.Tarif jasa kepelabuhandidasarkan pada jenis, struktur, dan golongantarif yang ditetapkan oleh Menteri danmerupakan pendapatan Badan UsahaPelabuhan. Kemudian tarif jasa kepelabuhan
yang diusahakan oleh Pemerintah merupakanPenerimaan Negara Bukan Pajak dan padapemerintah provinsi dan pemerintahKabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturandaerah dan merupakan penerimaan daerah.
III. Pelaksanaan Hak Pengelolaan Atas
Tanah yang Dilakukan PT. Pelindo-I
Cabang Belawan
1. Lintasan Sejarah Pengelolaan
PelabuhanIndonesia adalah negara kepulauan(archipelago).karena dua per tiga wilayahnyaadalah perairan yang berada pada jalur ruteperdagangan dunia. Deklarasi Juanda pada 13Desember 1957 merupakan embrio darikonsep azas negara kepulauan.DeklarasiJuanda merupakan cita-cita hukum lautIndonesia yang mendeklasikan Indonesiasebagai negara kepulauan dan mempunyaikedaulatan mutlak atas wilayah perairan yangmenyatukan pulau-pulau dalam kesatuannegara kepulauan.13Sebagai negara kepulauan perananangkutan laut sangat menentukan. Perananangkutan laut antara lain sebagai saranapenunjang perpindahan orang dan ataubarang, sebagai sarana merangsangpertumbuhan ekonomi wilayah dan sebagaisarana penunjang sektor perdagangan,ekonomi dan sektor lainnya.Sehubungan dengan itu pemerintahtelah menyusun Sistem Transportasi LautNasional, yang terdiri dari jaringan prasaranadan jaringan pelayanan. Jaringan prasaranaantara lain menyangkut kapal, alur pelayarandan fasilitas keselamatan, keamanan pelayarandan pelabuhan.Pelabuhan memiliki peranan yangsangat penting dalam mendukungpertumbuhan ekonomi maupun mobilitassosial dan perdagangan di wilayah Nusantarayang sangat luas.Pelabuhan terdiri daripelabuhan umum dan pelabuhan khusus.
13 Belawanport Information, PT. PelabuhanIndonesia I Cabang Belawan, Pro Fajar, 2008,halaman1
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Jumlah pelabuhan di Indonesia sebanyak2.133, terdiri dari pelabuhan umum sebanyak977 dan pelabuhan khusus sebanyak  1.156.Sebanyak 141 pelabuhan umum terbuka untukperdagangan luar negeri, terdiri daripelabuhan umum yang diusahakan danpelabuhan umum yang tidak diusahakan.Pelabuhan umum yang diusahakandikelola oleh PT (Persero) Indonesia I, II, IIIdan IV. Jumlahnya mencapai 111 pelabuhanyang terdiri dari pelabuhan utama, pelabuhankelas I, pelabuhan kelas II dan pelabuhankawasan.Ketika masa penjajahan Belanda,pelabuhan dikelola oleh perseroan yang diberinamaHaven Bedryf artinya PerusahaanPelabuhan. Pada awal kemerdekaan hingga1950 pengelolaan pelabuhan dilaksanakanoleh jawatan pelabuhan.Nampaknyapemerintah merasa perlu menata ulangpengelolaan pelabuhan.Maka keluarlah Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 1951 tertanggal 30 Agustus1951 tentang peraturan perbaikan pelabuhan.Pemimpin pelabuhan disebut penguasapelabuhan dan bertanggung jawab langsungkepada Menteri Perhubungan.Pada tahun1960 pengelolaan pelabuhan umum diIndonesia dilakukan oleh suatu Badan Khusustertentu yang berada dibawah pengendalianPemerintah.Bentuk Badan Usaha Milik Negara yangdiberi kewenangan untuk mengelolapelabuhan umum telah mengalami beberapaperubahan, sesuai dengan arah kebijaksanaanPemerintah.Hal ini dalam rangka menunjangpembangunan nasional serta mengimbangipertumbuhan permintaan pelayanan jasapelabuhan yang dinamis.Pemerintah mengharapkan agarPerum Pelabuhan I s/d IV dapat meningkatkanperannya sebagai korporat dalam mengelolaPelabuhan secara komersial. Dengan demikiandiharapkan pelayanan kepada pengguna jasapelabuhan akan dititik beratkan pada aspekkomersial sehingga pelayanan kepadapengguna jasa dapat lebih ditingkatkan.Sehubungan dengan itu pada tahun 1992Pemerintah merubah status Perum Pelabuhan
Indonesia I - IV menjadi PT (Persero)Pelabuhan Indonesia I - IV PT (Persero)Pelabuhan Indonesia I berdiri berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1991dan dikukuhkan dengan akte notaris ImasFatimah, SH . Nama lengkap perusahaanadalah PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia Idisingkat Pelabuhan I, berkantor pusat di JalanKrakatau Ujung Nomor 100 Medan 20241,Sumatera Utara, Indonesia.14Berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 64 Tahun 2001 kedudukan, tugas dankewenangan Menteri Keuangan selakupemegang saham pada Persero/ PerseroanTerbatas dialihkan kepada Menteri NegaraBUMN. Sedangkan, pembinaan teknisoperasional berada di tangan DepartemenPerhubungan dan dilaksanakan olehDirektorat Jenderal Perhubungan Laut.
2. Visi dan MisiMenyadari bahwa pelanggan semakinmemainkan peran penting di dalamlingkungan bisnis yang bersaing secaratajam.Sedangkan tujuan dari penyediaan jasapelabuhan adalah memberikan kepuasankepada pengguna jasa dan mendorongpertumbuhan ekonomi.Untuk menempatkanperusahaan pada posisi yang memiliki dayasaing yang kuat dalam jangka panjang, Makakuncinya adalah pengelolaan kemampuansumber daya manusia dalam memanfaatkanpengetahuan.15Penetapan misi Perusahaan difokuskankepada peningkatan kualitas pelayanan dankehandalan alat produki untuk mendukungperan pelabuhan sebagai pusat logistik melaluiaktifitas yang memberikan nilai tambahsehingga dapat mendorong pertumbuhanekonomi Wilayah. Berdasarkan keyakinanyang di maksud, misi PT Pelabuhan Indonesia1 (Persero) ditetapkan sebagai :Menyediakan jasa kepelabuhanberkualitas yang berperan sebagai pusatlogistik, memberikan nilai tambah sertamendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah.PT Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) telah
14Ibid, halaman 515Ibid, halaman6
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merumuskan visi yang merupakan gambaranorganisasi yang ingin diwujudkan di masadepan yaitu: “Mewujudkan pelayanankepelabuhan berkualitas dan berada di dalamjaringan transportasi laut global serta mampumemenuhi harapan stakeholder”.Dalam upaya mewujudkan visitersebut perusahaan berupaya untuk :a. Mewujudkan keuntungan yang memadaidalam menjalankan bisnis Perusahaan(profit);b. Memproduksi jasa yang menghasilkan nilaibagi pelanggan (product);c. Menyempurnakan proses yangmenghasilkan nilai bagi pelanggan secaraberkelanjutan (process);d. Menciptakan SDM yang produktif danberkomitmen (people);
3. Bidang Kegiatan UsahaBidang kegiatan usaha yang dilakukanoleh PT. Pelindo I antara lain:a. Kolam-kolam pelabuhan dan perairanuntuk lalu lintas dan tempat-tempatberlabuhnya kapal.b. Jasa-jasa yang berhubungan denganpemanduan (pilotage) dan penundaankapal.c. Dermaga dan fasilitas lain untukbertambat, bongkar muat barangtermasuk hewan dan fasilitas naik turunpenumpang.d. Gudang-gudang dan tempat penimbunanbarang-barang angkutan Bandar, alatbongkar muat serta peralatan pelabuhan.e. Tanah untuk berbagai bangunan danlapangan, industri dan gedung/bangunanyang berhubungan dengan kepentingankelancaran angkutan laut.f. Penyediaan listrik, bahan bakar minyak,air minum dan instalasi limbahpembuangan.g. Jasa terminal, kegiatan konsolidasi dandistribusi barang termasuk hewan.h. Jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihanyang berkaitan dengan pelabuhan.i. Jasa pelayanan kesehatan.j. Jasa transportasi laut
k. Jasa persewaan fasilitas dan peralatan dibidang kepelabuhanan.l. Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan dibidang kepelabuhanan.m. Properti di daerah lingkungan pelabuhann. Kawasan industri di daerah lingkunganpelabuhano. Kawasan wisata di daerah lingkunganpelabuhanp. Depo peti kemasq. Jasa konsultasi di bidang kepelabuhanan.r. Jasa komunikasi dan informasi di bidangkepelabuhanan.s. Jasa konstruksi di bidang kepelabuhanan.
IV. Hambatan yang Dihadapi PT. Pelindo-I
Cabang Belawan Terhadap Hak
Pengelolaan Atas Tanah
1. Hambatan InternalHambatan yang dihadapi PT. Pelindo-ICabang Belawan secara internal terhadap HakPengelolaan atas tanah adalah sebagai berikut:1. Ada beberapa lahan kosong yang belumdimaksimalkan penggunaannya.Lahan kosong diatas salah satunyadilokasi Pantai Anjing, dimana lahan inimasih dalam sengketa, dan saat ini masihdi tingkat kasasi Mahkamah Agung.162. Masalah regulasi HPL.Ada beberapa bagian HPL yangdikerjasamakan, setelah keluarnyaUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2008dan Peraturan Pemerintah Nomor 61Tahun 2009, PT. Pelindo-I CabangBelawan tidak boleh menyewakan lahan,karena lahan-lahan yang terletak di luarkegiatan operasional PT. Pelindo-I CabangBelawan adalah milik Otorita Pelabuhanwalaupun belum ada serah terima danketentuan  pelaksanaannya.Masalah lainnya adalah pihak manajemenPT. Pelindo-I Cabang Belawan belumberani memaksimalkan regulasi terkaitlahan Pelindo yang dikuasai oleh
16Hasil Wawancara dengan Arif, selakuHumas PT. Pelindo-I Cabang Belawan, pada tanggal19 Februari 2014
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masyarakat sekitar yang belum diikatkontrak persewaan, hal ini sangat sulitdikarenakan akan menimbulkan konfliksosial yang cukup panas.17Bila uraian diatas dihubungkan denganteori sistem hukum (legal system) olehFriedman yang  salah satunya adalahsubstansi hukum yaitu merupakan aturan,norma di dalam sistem hukum makasubstansi hukum (legal substance) berartiproduk yang dihasilkan oleh orang yangberada di dalam sistem hukum itu, baikberupa keputusan yang telah dikeluarkanmaupun aturan-aturan baru yang akandisusun. Berkaitan hal di atas, produkregulasi yang dijalankan belumlahmaksimal sehingga substansi hukumbelum terpenuhi karena  kebijakan yangdibuat oleh PT. Pelindo-I Cabang Belawanbelum dapat dijalankan sepenuhnyakepada seluruh masyarakat sekitar yangbelum memperoleh hak atas tanah dantelah menempati lahan HPL Pelindo ICabang Belawan.3. Sistem IT yang belum baku.Manajemen PT. Pelindo-I Cabang Belawanbelum memiki sistem IT yang baku,artinya belum menggunakan databaseyang lebih baik.18
2. Hambatan EksternalHambatan yang dihadapi PT. Pelindo-ICabang Belawan secara eksternal terhadapHak Pengelolaan atas tanah adalah sebagaiberikut:1. Sulit membebaskan lahan yang dikuasaioleh masyarakat.Seperti yang dijelaskan sebelumnya,bahwa lahan PT. Pelindo-I CabangBelawan banyak dikuasai oleh masyarakatyang tidak memiliki hak, tetapi untukpembebasan lahan tersebut cukup sulit,
17Hasil Wawancara dengan Rica, selakuHumas di PT. Pelindo-Cabang Belawan, padatanggal 19 Februari 201418Hasil Wawancara dengan Najmah, selakuDivisi Komersil di PT. Pelindo-I Cabang Belawan,pada tanggal 19 Februari 2014
karena pertimbangan konflik sosial yangbesar.19Bila dihubungkan dengan teori sistemhukum (legal system) maka dapatdihubungkan dengan Budaya hukum(legal culture) merupakan sikap manusiaterhadap hukum dan sistem hukum.Sikapmasyarakat ini meliputi kepercayaan,nilai-nilai, ide-ide serta harapanmasyarakat terhadap hukum dan sistemhukum. Budaya hukum  merupakan faktorkekuatan sosial yang utama danmenentukan bagaimana hukum dapatbermanfaat atau disalah gunakan. Makadapat disimpulkan bahwa penegakanhukum yang dapat menimbulkan konfliksosial dalam kehidupan masyarakatkhususnya di pesisir pantai Belawan dansekitarnya akan sulit ditegakkan. Sikapmasyarakat sekitar terhadap kebijakanpersewaan tanah atas HPL yang dimilikiPT. Pelindo-I Cabang Belawanmenimbulkan sikap resistensi karenahanya 40 kepala keluarga saja yangbersedia diikat kontrak sewa dari ratusankepala keluarga yang ada di atas lahandan saat ini ke 40 kepala keluargatersebut  enggan memperpanjang kembalikontrak persewaan yang telah berakhir.2. Proses yang lama dalam pengurusanpenyewaan HPL.Pihak ketiga yang hendak memanfaatkanHPL mengalami kesulitan terhadaplamanya waktu dalam proses penyewaanHPL tersebut.20Hal tersebut juga dibenarkan oleh Andredari pihak PT. Musimas, yang mengatakanbahwa proses perpanjangan lahanmemakan waktu yang lama.213. Tarif penyewaan lahan HPL
19Hasil Wawancara dengan Budi, selakuDivisi Komersil di PT. Pelindo-I Cabang Belawan,pada tanggal 19 Februari 201420Hasil Wawancara dengan Sukri, selakuDivisi Komersil di PT. Pelindo-I Cabang Belawan,pada tanggal 19 Februari 201421Hasil Wawancara dengan Andre dari PT.Musimas, pada tanggal 17 Februari 2014
Jurnal Mercatoria Vol.7 No.1/Juni 2014 ISSN No:1979-8652
107
Tarif penyewaan lahan menjadi kendalabagi pihak ketiga karena tarif terusmeningkat setiap tahunnya, seperti yangdikatakan pihak dari PT. Belawan TangkiIndonesia, yang mengatakan bahwatingginya biaya yang dikenakan sebesartarif Rp. 90.000,- M2/tahun pada tahunini, sedangkan pada tahun yang lalutarifnya sebesar Rp 60.000,- M2/tahun(naik sebesar 66,7%).22
V. PenutupBerdasarkan uraian dan pembahasan,maka kesimpulan dari tulisan ini adalah:1. Pengaturan hukum tentang hakpengelolaan atas tanah di pelabuhanbelawan diatur berdasarkan PeraturanMenteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965tentang Pelaksanaan Konversi HakPenguasaan Atas Tanah Negara danKetentuan-Ketentuan TentangKebijaksanaan Selanjutnya dan PeraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan. Selain itu,Manajemen PT Pelindo I Cabang Belawanmenjadikan suatu produk regulasitersendiri berupa Surat Keputusan DireksiNomor US.11/2/21/P.I-08 tanggal 09September 2008  tentang Perubahanketentuan dan besaran tariff Penggunaanbagian-bagian tanah di Cabang PelabuhanBelawan dan Dumai di Lingkungan PTPelindo I.2. Pelaksanaan Hak Pengelolaan atas tanahyang dilakukan PT. Pelindo-I CabangBelawan belum mencapai sasaran/tujuansepenuhnya karena tujuan hukum berupakepastian, keadilan dan kemanfaatan bagimasyarakat atau pihak ke tiga belumterimplementasi dengan sempurna danbelum memperhatikan norma dan kaidahatau tatanan hukum  pada masyarakatsecara utuh yang telah berkembangsebelumnya di tengah masyarakat pesisirpantai berupa keberadaan hukum atau
22Hasil Wawancara dengan pimpinan PT.Belawan Tangki Indonesia, pada tanggal 21Februari 2014
nilai-nilai kearifan pada masyarakat adat(Beschikking Recht) yang lebih dahuluhadir dan berdomisili  serta berkembangmemanfaatkan lahan sebelum lahan PTPelindo I Cabang Belawan ditetapkan olehPemerintah melalui Badan PertanahanNasional berupa sertifikat HPL3. Hambatan yang ditemui oleh PT Pelindo I(Persero) Cabang Belawan berupahambatan internal antara lain, pertama,terdapat beberapa lahan kosong yangbelum dapat dimaksimalkanpenggunaannya. Kedua, implementasikonsesi HPL dengan Otoritas PelabuhanBealwan yang masih tertunda. Ketiga,Sistem IT yang belum terkelola denganbaik. Selain itu, terdapat hambatan secaraeksternal antara lain, pertama,penguasaan sebahagian lahan HPL olehmasyarakat sekitar tanpa ada perikatan.Kedua, birokrasi dan proses yang panjangdalam menggunakan atau menyewa tanahHPL. Ketiga, tarif penyewaan bahagianlahan HPL yang terus meningkat di setiapperiode perpanjangan kepada pihak ketiga.Berdasarkan uraian dan pembahasan,maka saran dari tulisan ini adalah:1. Sebaiknya Undang-Undang dan peraturanpelaksana yang mengatur tentang agrariadi Indonesia secara umum dan HakPengelolaan pada khususnya tetapberpedoman kepada jiwa dan semangatyang tersirat pada Nilai-Nilai Pancasila,Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sertaUndang-Undang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960 untuk menghindari konflikhorizontal dan tetap menjalankan konseppembaharuan hukum agrarian.2. mengatasi dan menekan potensihambatan kedepannya agar PT. Pelindo ICabang Belawan melakukan sosialisasiberkesinambungan kepada Pihak ke -3yang menggunakan alas hak tanah HPLterutama kepada masyarakat sekitar,berupaya menyelesaikan potensi konflikpertanahan melalui jalur non litigasi danmengedepankan fungsi tata kelola
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perusahaan Negara yang baik di matasosial masyarakat sebagai salah satuBadan Usaha Milik Negara agarmasyarakat dan pihak ke-3 mengetahuiprospek pengembangan PelabuhanBelawan kedepannya  dengan harapanlahan dapat bermanfaat dan memberikannilai tambah bagi semua pihak.3. Melaksanakan pengelolaan tanah HPLhendaknya PT Pelindo I Cabang Belawanmelakukan beberapa upaya sepertimenyampaikan usulan pengembalian ataupengurangan sebahagian luas HPL tanahyang dikuasai kepada Pemerintah Daerahatau Pemeritah Pusat untuk kategoritanah yang dipergunakan oleh Masyarakatsekitar, bersinergi dengan InstansiPemerintah, dan melakukan pendekatanpersuasif dengan mengoptimalkan danabantuan perusahaan berupa tanggungjawab sosial (Corporate Social
Responsibility) sebagaimana diamanatkanpada Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas danUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2003tentang Badan Usaha Milik Negara.
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